SALINAN

LU
LI7ENAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR (p TAHUN 2022

TENTANG
KEARIFAN LOKAL DAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah merupakan
warisan turun temurun dari satu generasi ke generasi yang
perlu dilestarikan untuk menjaga nilai-nilai yang telah
tumbuh di masyarakat untuk pembangunan masa depan
daerah dan sebagai jati diri suatu daerah;

b. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan masyarakat, vang
merupakan  bentuk Kearifan Lokal yang diakui
keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat
maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan
dikembangkan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
huruf p, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Kearifan Lokal dan
Kebudayaan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573); ,J

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007
tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian
dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
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S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73
Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas
Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1152);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di
Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1234);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEARIFAN LOKAL DAN

KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

N o ¢ hPoNe=

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Budaya adalah sistem gagasan, rasa, dan tindakan yang dihasilkan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa,
karsa dan hasil karya masyarakat.

Kebudayaan Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dayak
Gunung Mas yang berbahasa Dayak, beradat istiadat Dayak, dan Suku
Asli dan atau komunitas adat terpencil (indigenus people) yang sesuai
dengan karakter, identitas dan jati diri orang Dayak yang secara geografis
politis menempati wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Dayak adalah suku asli di Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas
Dayak Ngaju dan Dayak Oot Danum (Kadorih).

Budaya Daerah adalah Kebudayaan masyarakat yang berasal dari
Gunung Mas.
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10.

11.

12.

13.

14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.
26.

Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan yang dinamis. N
Unsur Kebudayaan Daerah adalah sejarah, sistem bahasa, sosial, politik,
ekonomi, dan pengetahuan (kearifan lokal, masakan, pakaian,
perbintangan, perubatan, naskah kuno, sain dan teknologi), kepercayaan,
kesenian, warisan budaya non benda dan cagar budaya dan nilai-nilai
sakral antropologis ekologis yang terkait satu sama lain dan membentuk
satu kesatuan yang secara geografis politis menempati wilayah Kabupaten
Gunung Mas.

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang
dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,
penyelamatan dan publikasi.

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta
meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan
Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan
untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia
kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan dalam
meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi
diri pengenal bangsa.

Kearifan Lokal adalah sebagai seperangkat sistem pengetahuan dan
kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat dayak yang terhimpun
dari pengalaman panjang berbentuk nilai-nilai adat istiadat, prilaku,
kesenian, nilai sakral yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola
kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian
identitas kultural, dan karakter secara berkelanjutan dan dengan ritme
yang harmonis secara geografis terdapat wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika
dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
Kesejarahan adalah dinamika peristiwa Budaya Daerah yang tejadi di
masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi
peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk
pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.

Nilai Tradisi atau Adat Istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah
dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan
kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu
berpegang teguh pada Adat Istiadat masyarakat Daerah.

Orang Dayak adalah masyarakat asli setempat yang berbahasa Dayak,
beradat-istiadat Dayak, dan atau komunitas adat terpencil (indigenus
people) yang berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Bahasa adalah bahasa asli yang digunakan sebagai sarana komunikasi
dan interaksi antar masyarakat Gunung Mas.

Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan ke Daerahan
sebagai oleh-oleh, tanda mata dan/atau kenang-kenangan.

Ornamen atau Arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan
atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan budaya
Dayak.

Kuliner adalah segala jenis kuliner yang bercirikan Dayak/Gunung Mas.
Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang
mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga
koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten demi
membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang
pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-
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27.

28.

29.

30.

kebiasaan dan penegakan hukum Adat Dayak di wilayah Kabupaten
Gunung Mas

Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang selanjutnya disebut
dengan BATAMAD adalah organisasi lembaga dayak yang merupakan
bagian dari Dewan Adat Dayak, yang bertugas sebagai mitra Pemerintah
Daerah untuk Menjaga Harkat dan Martabat Utus Dayak, Menjaga
Kearifan Lokal Suku Dayak, Mengawal Keputusan Damang Kepala Adat
dan ikut serta menjaga keamanan dari seluruh masyarakat Dayak di
wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Damang adalah Kepala Suku Adat Dayak di wilayah Kabupaten Gunung
Mas.

Dewan Kesenian Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah
organisasi induk masyarakat Dayak Kabupaten Gunung Mas yang
merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Kesenian
Budaya Dayak di Gunung Mas.

Malan-Manana adalah salah satu Kearifan Lokal Masyarakat Dayak di
Kabupaten Gunung Mas yang sering dikenal dengan berladang/ladang
berpindah.

Pasal 2
Kearifan lokal dan Kebudayaan Daerah berasaskan:
a. Toleransi;
b. Keberagaman;
c. Kelokalan;
d. Lintas wilayah;
e. Partisipatif;
£, Manfaat;
g. Keberlanjutan;
h. Kebebasan berekspresi;
i Keterpaduan;
I Kesederajatan; dan
k  Gotong-royong.
Pasal 3
Pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah dilakukan berdasarkan
prinsip:
a. Falsafah Huma Betang;
b. Adat istiadat dayak;
c. Kelokalan dan kebudayaan daerah;
d. Kepastian hukum;
e. Keadaban;
f. Keberpihakan;
8- Kelestarian Alam dan Lingkungan hidup;
h. Koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku

[T

(1)

kepentingan; dan
Jati diri orang Dayak, Harmoni Kehidupan, dan Etika.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan
Daerah, masyarakat, badan hukum dalam upaya menjalankan dan

melestarikan kearifan lokal adat istiadat, budaya Dayak di Kabupaten
Gunung Mas.




(2)

(2)

(3)

(4)

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a. Sebagai pengakuan dan perlindungan Pemerintah terhadap Kearifan
Lokal di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

b. Menjaga dan memelihara kelestarian Kearifan Lokal terutama budaya
dayak dan nilai adat untuk peneguhan jati diri Daerah;

c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Dayak di Kabupaten
Gunung Mas dalam menjalankan nilai-nilai Kearifan lokal dan
Kebudayaan Daerah;

d. Membangun Karakter Masyarakat, dan Daerah;

e. Meningkatkan Pemahaman Kesadaran masyarakat terhadap Kearifan
Lokal; dan

f. Meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Dayak.

BAB II
KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Objek pemajuan kebudayaan meliputi :

tradisi lisan;

manuskrip;

adat istiadat;

ritus;

pengetahuan tradisional;

teknologi tradisional;

seni;

bahasa;

permainan rakyat; dan

. olahraga tradisonal.

Kearifan lokal meliputi :

berladang/ladang berpindah/pertanian;

kesenian;

tradisi/adat istiadat;

kebudayaan;

kesejahteraan;

kebahasaan;

kesusastraan;

kuliner;

pakaian;

budaya spiritual;

ornamen daerah;

permainanan rakyat dan olahraga tradisonal; dan

m. menangkap ikan secara tradisonal.

Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan dan Pelestarian Kearifan
Lokal yang merupakan Budaya Daerah/tradisi atau adat istiadat Dayak
dengan melibatkan Masyarakat, Seniman, Budayawan, para ahli dan
pihak lain yang berkepentingan. 6#

FRTDR e a0 o

Pelestarian Kearifan Lokal dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok,
badan hukum, dan organisasi kemasyarakatan.
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Bagian Kedua
Tugas Dan Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian Kearifan Lokal, Pemerintah Daerah bertugas:
menjamin kebebasan berekspresi;

menjamin pelindungan dan pengembangan atas kearifan lokal;

memelihara kebhinekaan;

mengelola informasi kearifan lokal;

menyediakan sarana dan prasarana kearifan lokal;

menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian kearifan lokal;
membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan
pelestarian kearifan lokal;

mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian kearifan
lokal; dan

menghidupkan dan menjaga ekosistem Kearifan Lokal yang berkelanjutan.

T mropo o

[
.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pelestarian Kearifan Lokal, Pemerintah Daerah
berwenang:

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian kearifan lokal;
merencanakan dan menyelenggarakan pelestarian kearifan lokal;
melaksanakan pengawasan pelestarian kearifan lokal;

menghidupkan dan menjaga pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan;
meningkatkan apresiasi dan partisipatif masyarakat terhadap kearifan
lokal; dan

merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pelestarian
kearifan lokal.

opogp
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Pasal 8

Kebijakan Pelestarian Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a dilaksanakan melalui:

a. pembuatan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten;

b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pelestarian kearifan
lokal;

c. identifikasi sumber daya manusia, kelembagaan, dan pranata kebudayaan

dan kesenian;

identifikasi sarana dan prasarana kearifan lokal;

identifikasi potensi masalah pelestarian kearifan lokal; dan

analisis dan rekomendasi untuk implementasi pelestarian kearifan lokal.

o o

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 9

Strategi pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya

Masyarakat di Daerah, meliputi:

a. penyusunan cetak biru (blue prinf) dan peta jalan (roadmap) pelestarian
dan pengembangan adat istiadat masyarakat di Daerah yang melibatkan
masyarakat dan pakar;

b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan
kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di Daerah maupun lintas
Daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku; dan

J
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c. pengembangan mekanisme koordinasi di Daerah dengan lembaga adat-

istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif
dan efisien.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 11

(1) Pelestarian Kearifan Lokal dilakukan melalui:
a. registrasi;
b. perlindungan;
c. pengembangan;
d. pembinaan; dan
e. pemanfaatan.
(2) Pelestarian Kearifan Lokal memperhatikan:
a. nilai-nilai religi dan keyakinan;
b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang
dipertahankan oleh masyarakat;
d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan
kelompok dalam masyarakat;
e. jati diri daerah dan bangsa;
f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
g. peraturan perundang-undangan.
(3) Upaya Pelestarian Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjaga Objek Kearifan Lokal yang meliputi:
tradisi lisan;
bahasa;
manuskrip;
adat istiadat;
kebudayaan;
pengetahuan tradisional,;
teknologi tradisional;
seni;
kuliner;
permainan rakyat dan olahraga tradisonal; dan
ritus.

R DRSO Q0 TP

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 12

(1) Perlindungan Kearifan Lokal dapat dilakukan melalui:
a. inventarisasi, mengolah unsur kearifan lokal dan menata informasi
kearifan lokal;
registrasi kearifan lokal;
pengamanan;
pemeliharaan; &
penyelamatan;
membuat pemetaan Kearifan Lokal; dan

oo o
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g. penegakan peraturan perundang-undangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan
melalui pencatatan dan perekaman yang menggambarkan keadaan terkini
baik fisik maupun sosialnya serta melakukan pengolahan data dan

informasi.
(3) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit
memuat :
a. nama,;
b. tempat dan tanggal perekaman;
c. sejarah singkat;
d. lokasi;
e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
f. kondisi saat ini; dan

g. upaya pelestarian selama ini.

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan
Pemerintah Daerah melalui register Kebudayaan Daerah yang dimiliki
melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap
Kebudayaan Daerah dan memberikan legalitas Kebudayaan Daerah.

(5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan
untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Kebudayaan Daerah.

(6) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Pemerintah
Daerah melakukan Revitalisasi dan/atau restorasi Kebudayaan Daerah
dengan cara mendorong dan menggali kembali berbagai Kebudayaan
Daerah serta mengembalikan/memulihkan Kebudayaan Daerah pada
keadaan semula.

Bagian Keenam
Pengembangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kearifan Lokal melalui:

a. pengkajian, diskusi, seminar, lokakarya, penelitian dan atau kegiatan lain
yang sejenis;

b. penerapan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan pada pendidikan

usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan

memasukkan mata pelajaran muatan lokal;

meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar berkenaan kearifan lokal;

memenubhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan.

e. penyelenggaraan kegiatan lomba, seminar, pameran, dan jenis lainnya
secara periodik dan berjenjang, termasuk olahraga tradisional dayak;

f. pergelaran budaya, dan seni pada acara resmi di wilayah kabupaten
gunung mas;

g. penelitian dan pengembangan kearifan lokal baik melalui kepustakaan,
penelitian ilmiah, dan atau bentuk lainnya;

h. pembuatan kamus bahasa dayak baik bahasa dayak ngaju dan bahasa
dayak oot danum (kadorih), pembuatan buku /ensiklopedia budaya
daerah, kesenian, adat istiadat atau jenis lainnya;

i. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kearifan
lokal; dan

j. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman, atlet
olahraga Tradisional, Sejarawan, dan Budayawan yang Berprestasi.

oo
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Pasal 14

Penggalian dan pengembangan Kearifan Lokal meliputi:

a.

b.

inventarisasi dan identifikasi kearifan lokal yang berpotensi untuk
dilestarikan dan dikembangkan;

pengkajian pranata sosial, adat-istiadat dan nilai social budaya
masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (local wisdom)
yang bermanfaat bagi masyarakat lokal;

pengembangan kearifan lokal (local wisdom) menjadi kemasan-kemasan
budaya yang mudah diaktualisasikan oleh masyarakat serta tidak
berbenturan dengan karakteristik religius masyarakat;

sosialisasi dan enkulturasi adat-istiadat dan nilai social budaya melalui
berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan

pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam
masyarakat melalui pelembagaan forum aktualisasi adat-istiadat dan nilai
sosial budaya masyarakat dalam acara atau kegiatan strategis daerah dan
masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan

Pasal 15

Pemanfaatan Kearifan Lokal dilakukan melalui:

a.

b.
C.
d
€
(1)

(2)

penyebarluasan informasi;
pergelaran;

pengemasan bahan ajar;
pengemasan bahan kajian; dan
pengembangan wisata Budaya.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Pelestarian Kearifan Lokal

untuk:

a. membangun karakter dan Ciri khas Budaya Daerah;

b. meningkatkan ketahanan Kearifan Lokal; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

dilakukan melalui:

a. internalisasi Nilai Budaya;

b. inovasi;

c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;

d. komunikasi lintas budaya; dan

e. kolaborasi antar budaya.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan

melalui:

a. pengembangan industri kreatif berbasis Kearifan Lokal;

b. penyelenggaraan Festival dan/atau Pameran; dan

c. pengembangan potensi Wisata berbasis Kearifan Lokal.

Internalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan

melalui:

a. penggunaan Pakaian Adat atau Pakaian Batik Khas Gunung Mas pada
hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;

b. pembangunan Gedung Instansi Pemerintah Daerah Berasitektur Khas

Ao

pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan /atau

Daerah;
penyambutan tamu penting; 4
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e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana Internalisasi Nilai
Kearifan Lokal.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Lembaga

Adat dalam melakukan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

menetapkan antara lain:

a. pakaian adat dayak dan kelengkapannya, termasuk pakaian batik khas
gunung mas beserta kelengkapannya;

b. ornamen daerah khas dayak gunung mas;

c. bahasa dayak ngaju dan oot danum (kadorih) sebagai bahasa resmi
daerah;

d. alat musik, tarian, lagu daerah dan kesenian khas dayak kabupaten

gunung mas;

kuliner khas daerah gunung mas (masakan, minuman, kudapan);

seni bela diri khas dayak;

souvenir/cinderamata; dan

jenis upacara adat atau Ritual adat.

SR o

Pasal 18

Pakaian adat dan/atau pakaian batik khas Gunung Mas beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, wajib
digunakan pada:

peringatan ulang tahun kabupaten gunung mas;

hari besar nasional;

acara pemerintah daerah; dan

hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi pejabat
negara di daerah/bupati dan wakil bupati, dprd/pejabat daerah, aparatur
sipil negara/asn, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik
negara, peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan,
pegawai/karyawan pada perusahaan ataupun tempat usaha di seluruh
wilayah gunung mas secara serentak yang hari pelaksanaannya ditetapkan
dengan keputusan bupati.

poop

Pasal 19

Setiap kawasan publik, termasuk bangunan publik atau perkantoran milik

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah

dan swasta yang ada di wilayah Gunung Mas baik yang sudah dibangun

maupun yang akan dibangun, wajib penggunaan Ornamen Daerah berciri
khas Gunung Mas antara lain:

arsitektur bangunan;

souvenir;

pakaian kerja;

gambar, poster atau sejenisnya;

stand pameran atau pawai budaya;

menempatkan ornamen khas gunung mas pada bagian dinding gapura

dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah desa, kelurahan,

kecamatan dan daerah diutamakan memunculkan simbol dan ketokohan
tambun dan bungai dan damang batu;

g memberikan nama ruangan dengan nama budaya atau ikon gunung mas,
dikecualikan bagi rumah ibadah dan atau yang telah memiliki ketetapan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. pernak pernik perlengkapan (misalnya tempat tissue, kursi dan lain
sebagainya);

m0 oo
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Pasal 20

Pengaturan lebih lanjut mengenai ornamen daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Bahasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 huruf ¢ dapat digunakan :
a. masyarakat di Gunung Mas dan/atau masyarakat Daerah; dan
b. acara resmi Pemerintah Daerah.

(2) Dilingkungan Pemerintah Daerah, dan sekolah wajib menggunakan bahasa
Dayak minimal 1 (satu) hari dalam seminggu.

(3) Jadwal waktu penggunaan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Bagi bangunan, tempat usaha, lingkungan perkantoran Pemerintah
Daerah, hotel yang melakukan pemutaran Musik, pementasan/penampilan
kesenian, wajib:

a. memutarkan musik dan/atau nyanyian khas Gunung Mas; dan
b. menampilkan tarian Daerah Gunung Mas.

(2) Setiap acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menampilkan
kesenian Budaya Daerah Gunung Mas.

(3) Setiap orang yang melaksanakan senam bersama, wajib menggunakan
lagu Daerah khas Dayak pada salah satu jenis senam yang dibawakan.

(4) Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kabupaten  Gunung Mas
menginventarisasi Jenis Tarian Khas Daerah serta macam-macam musik
dan lagu/nyanyian khas Kabupaten Gunung Mas untuk ditetapkan
melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha perhotelan dan masyarakat
meningkatkan industri kecil kerajinan dan mengembangkan kuliner khas
Gunung Mas sebagai buah tangan atau souvenir.

(2) Pemerintah Daerah dan masyarakat menghidangkan kuliner khas Gunung
Mas pada peringatan ulang tahun Daerah.

(3) Pemerintah Daerah, masyarakat, hotel, dan pelaku usaha wajib
menghidangkan kuliner khas tradisional khas Gunung Mas sebagai kuliner
utama, kudapan, baik seluruh jenis kuliner yang disajikan atau sebagai
salah satu hidangan/kudapan.

(4) Pemerintah Daerah menetapkan macam-macam Kuliner khas Daerah
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Rapin Tuak, Anding dan Baram sebagai
minuman tradisional khas Daerah.

(2) Rapin Tuak, Anding dan Baram disajikan pada acara adat atau ritual adat
atau pada tamu daerah.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada
pembuat minuman tradisional, baik dalam hal produksi dan perijinan.

(4) DAD Kabupaten Gunung Mas menetapkan Tata Cara Pembuatan dan apa
saja komposisi bahan Baram atau Anding untuk Keperluan Adat atau
Ritual atau Souvenir.

KASURRAR |
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(1)

(2)

(3)

(4)
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Legalitas produksi dan perizinan Rapin Tuak, Anding dan Baram untuk
keperluan Adat atau Ritual atau Souvenir untuk tamu daerah cukup
menggunakan rekomendasi Damang.

Pengendalian dan Pengawasan peredaran Rapin Tuak, Baram dan Anding
untuk keperluan Adat atau Ritual atau Souvenir dilakukan oleh Batamad
Kabupaten Gunung Mas.

Masyarakat umum maupun masyarakat adat dilarang mengkonsumsi
Rapin Tuak, Anding dan Baram secara berlebihan yang menimbulkan
kehilangan kendali diri.

Legalitas produksi dan perijinan Rapin Tuak, Anding dan Baram untuk
keperluan komersil mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dan masyarakat adat
menetapkan jenis upacara adat atau ritual adat, termasuk didalamnya
ritual adat kelahiran, perkawinan adat, kematian, Tiwah, Usik Liau dan
ritual lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Usik Liau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu segala jenis
permainan arwah sebagai ungkapan perasaan dan suasana bahwa para
arwah sedang bersuka ria, serta sebagai ungkapan ucapan perpisahan
kepada arwah berdasarkan kepercayaan masyarakat berupa bagian
rangkaian kegiatan adat yang dilakukan pada saat Tiwah ataupun pada
upacara kematian.

Masyarakat dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dan
keamanan dalam melaksanakan ritual adat.

Tata cara penetapan dan jenis ritual adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Usik Liau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan usulan dari DAD yang
difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung
Mas.

Pasal 26

Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan dan penetapan seni beladiri
(MAIN) Khas Dayak Sebagai seni beladiri asli Gunung Mas.

(1)
(2)

(1)

Pasal 27

Setiap sekolah wajib menjadikan salah satu kebudayaan atau kesenian
berdasar Kearifan Lokal sebagai kegiatan ekstrakulikuler di sekolah.
Ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. seni Beladiri Dayak;

b. tari Daerah;

c. musik Daerah;

d. kerajinan Khas Daerah; dan/atau

e. bentuk Kearifan Lokal lainnya.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
kegiatan berladang sebagai salah satu Kearifan Lokal yang tumbuh dan
menjadi tradisi di Daerah.
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(2) Setiap proses kegiatan Berladang atau Malan Manana dapat dilakukan
dengan cara membakar lahan untuk pembukaan lahan.

(3) Proses kegiatan Berladang atau Malan Manana dilakukan dengan cara
gotong royong atau bahasa daerahnya Handep/Harubuh.

(4) Kegiatan berladang atau Malan Manana yang dilakukan secara Handep
atau Harubuh dijadikan kegiatan rutin tahunan di Dinas teknis Terkait
sebagai kegiatan wisata budaya.

(5) Kegiatan pembakaran lahan dapat dilakukan pada daerah yang bukan
merupakan lahan gambut yang dilakukan oleh peladang/petani/pekebun
yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat.

(6) Luasan dan tata cara pembakaran lahan dalam proses Malan Manana
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pemerintah Daerah menetapkan Behas Taheta atau Beras dari Hasil Malan
Manana sebagai produk unggulan daerah.

BAB III
PERENCANAAN PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 29

(1) Perencanaan Pengelolaan Kearifan Lokal disusun oleh Bupati dengan
melibatkan tokoh adat, Lembaga Adat, masyarakat, budayawan, seniman
dan akademisi yang ahli dalam bidang yang berkenaan Kearifan Lokal.

(2) Perencanaan pengelolaan Kearifan Lokal diwujudkan dengan rencana
induk daerah pengelolaan Kearifan Lokal baik secara menyeluruh ataupun
secara terpisah berdasar jenis bidang Kearifan Lokal disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Dalam penyusunan rencana induk daerah pengelolaan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan koordinasi lintas
sektor, dan lintas pemangku kepentingan.

(4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Rencana induk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan Kearifan Lokal di Daerah.

(2) Rencana induk daerah disusun berdasarkan karakteristik adat istiadat
dan budaya di Gunung Mas.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Daerah paling
sedikit memuat:
a. jenis kesenian dayak;
b. kesejarahan daerah;
c. kebahasaan dan kesusastraan dayak;
d. nilai tradisi dan adat istiadat dayak;
e. perfilman daerah;
f. pakaian adat daerah;
g. kuliner khas Daerah; dan
h.data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan
Daerah.

-
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(3)

(2)

(3)

(1)
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data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam
satu jejaring secara nasional.

ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
DEWAN KESENIAN DAERAH

Pasal 32

Pemerintah Daerah membentuk DKD. ‘
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi DKD diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Kearifan Lokal
dan Kebudayaan Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai
berikut:

. sosialisasi;

. advokasi;

bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;

. pendidikan dan pelatihan;

penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

O Q0 g

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Gunung Mas berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian
Pelestarian dan pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah.

DAD Kabupaten Gunung Mas berperan aktif dan berpartisipasi dalam
pengawasan Pelestarian dan pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah.

Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian Kearifan
Lokal dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 35

Pengawasan pelaksanaan dan Pelestarian Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi:

pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian Daerah;

pelestarian dan Pembinaan Tradisi;

pembinaan Lembaga Adat; '{
pembinaan Kelompok Masyarakat (Perkumpulan
budaya/seni/pertanian, Perguruan Silat/Main, lkatan Budaya dan CP

a0 o

atau jenis dan sebutan lainnya);
e. pembinaan Kesenian;
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f. pelestarian Kuliner Daerah;
g. pembinaan Sejarah Daerah; dan
h. pendataan, Penetapan dan Perawatan Situs-situs Budaya Daerah.

(2) Berperan aktif dalam terlaksananya Pelestarian dan Partisipasi

(3)

Pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat berupa:

a. pengawasan dalam pelaksanaan Restorasi Objek Pelestarian Kearifan
Lokal;

b. himbauan Kepada Perangkat Adat seperti Damang, Mantir dan
Batamad sebagai pencetus awal untuk melaksanakan nilai-nilai
kearifan lokal dan kebudayaan daerah dengan baik; dan

c. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Partisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat

berupa:

a. aduan atas Kegiatan Pelestarian Kearifan Lokal;

b. penyampaian Aspirasi; dan/atau

c. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

Pengendalian Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk:

a.
b.

C.

(1)

(2)

pencegahan dan penanggulangan dampak negatif budaya asing terhadap
masyarakat dan kearifan lokal,;

optimalisasi pengelolaan dan perlindungan kearifan lokal dan kebudayaan
daerah; dan

pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan daerah dalam berbagai
sektor bidang.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

Setiap orang berhak:

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah;

b. menumbuh kembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian

untuk meningkatkan taraf kehidupannya;

mengapresiasi Kearifan Lokal;

menggunakan seluruh aspek Kearifan Lokal sesuai fungsinya;

e. berpikir, berekspresi dan berkreasi dalam melestarikan dan
membangun Kearifan Lokal;

f. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi
identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan Kearifan Lokal;

g. memberikan masukan kepada  Pemerintah  Daerah  dalam
penyelenggaraan Kearifan Lokal,

h. turut serta dalam menetapkan kebijakan Kearifan Lokal,;

i. memilih aspek Kearifan Lokal untuk kepentingan pengungkapan
pengalaman dan estetisnya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah

meliputi:

a. pencatatan dan pendokumentasian;

b. pemutakhiran data;

o 0
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(2) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam
satu jejaring secara nasional. '

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BABV
DEWAN KESENIAN DAERAH

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah membentuk DKD. . '
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi DKD diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Kearifan Lokal
dan Kebudayaan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai
berikut:

sosialisasi;

. advokasi;

bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;

. pendidikan dan pelatihan;

penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

O A0 OP

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Gunung Mas berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian
Pelestarian dan pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah.

(2) DAD Kabupaten Gunung Mas berperan aktif dan berpartisipasi dalam
pengawasan Pelestarian dan pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah.

(3) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian Kearifan
Lokal dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 35

(1) Pengawasan pelaksanaan dan Pelestarian Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi:

pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian Daerah;

pelestarian dan Pembinaan Tradisi;

pembinaan Lembaga Adat;

pembinaan Kelompok Masyarakat (Perkumpulan

budaya/seni/pertanian, Perguruan Silat/Main, Ikatan Budaya dan &

o op

atau jenis dan sebutan lainnya)
e. pembinaan Kesenian;
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f. pelestarian Kuliner Daerah;

g. pembinaan Sejarah Daerah; dan

h. pendataan, Penetapan dan Perawatan Situs-situs Budaya Daerah.

(2) Berperan aktif dalam terlaksananya Pelestarian dan Partisipasi
Pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat berupa:

a. pengawasan dalam pelaksanaan Restorasi Objek Pelestarian Kearifan
Lokal;

b. himbauan Kepada Perangkat Adat seperti Damang, Mantir dan
Batamad sebagai pencetus awal untuk melaksanakan nilai-nilai
kearifan lokal dan kebudayaan daerah dengan baik; dan

c. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Partisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat
berupa:

a. aduan atas Kegiatan Pelestarian Kearifan Lokal;

b. penyampaian Aspirasi; dan/atau

c. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

Pengendalian Kearifan Lokal dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk:

a. pencegahan dan penanggulangan dampak negatif budaya asing terhadap
masyarakat dan kearifan lokal;

b. optimalisasi pengelolaan dan perlindungan kearifan lokal dan kebudayaan
daerah; dan

c. pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan daerah dalam berbagai
sektor bidang.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

(1) Setiap orang berhak:

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah;

b. menumbuh kembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian

untuk meningkatkan taraf kehidupannya;

mengapresiasi Kearifan Lokal,

menggunakan seluruh aspek Kearifan Lokal sesuai fungsinya;

e. berpikir, berekspresi dan berkreasi dalam melestarikan dan
membangun Kearifan Lokal;

f. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi
identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan Kearifan Lokal;

g. memberikan masukan kepada Pemerintah  Daerah dalam
penyelenggaraan Kearifan Lokal;

h. turut serta dalam menetapkan kebijakan Kearifan Lokal; 4

o 0

i. memilih aspek Kearifan Lokal untuk kepentingan pengungkapan
pengalaman dan estetisnya.
(2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Daerah
meliputi:
a. pencatatan dan pendokumentasian;
b. pemutakhiran data;
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c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian
Kearifan Lokal;

d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;

e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pelestarian Kearifan Lokal;
dan/atau

f. pemberian penghargaan.

(3) Dalam melestarikan dan membangun Kearifan Lokal setiap orang harus
memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam
keanekaragaman kebudayaan.

Pasal 38

Setiap orang berkewajiban:

menghormati hak berkebudayaan orang lain;

melestarikan keanekaragaman kearifan lokal;

memelihara dan melindungi kearifan lokal; dan

memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kearifan lokal.

ac o

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah
berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pelestarian Kearifan Lokal
dan Kebudayaan Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah;
b. masyarakat; dan
c. dunia Usaha.

(3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
atas Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal
dari perorangan dan/atau kelompok.

(5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dapat berasal
dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang
berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah
Daerah.

Pasal 40

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),

Pemerintah Daerah dapat memberikan:

a. fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan untuk
mengembangkan karyanya berdasarkan kearifan lokal; dan

b. insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam
pelestarian dan pengembangan pada Kearifan Lokal dan Kebudayaan
Daerah.

Pasal 41

Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), penghargaan juga dapat diberikan oleh
individu, organisasi sosial, dan/atau media massa.
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BAB X
PENDANAAN

Pasal 42

(1) Pendanaan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pelestarian Kearifan Lokal dengan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat prioritas, dan kemampuan
Daerah.

Pasal 43

(1) Pendanaan Perlindungan dan Pelestarian Kearifan Lokal selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat berasal dari:
a. pelaku usaha;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaaan pengelolaan
keuangan daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF DAN ADAT

Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal
18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (7)
dan Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan Tertulis Pertama

b. peringatan Tertulis Kedua; dan

c. peringatan Tertulis Tiga disertai dengan Penindakan Penundaan
Pemberian layanan publik/Pencabutan Izin Berusaha untuk Pelaku
Usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, lembaga
adat dapat memberikan sanksi adat dalam hal memenuhi unsur pelanggaran
adat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah wajib

memperhatikan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat sebagai bentuk
Identitas Daerah.
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(2) Setiap orang yang akan melakukan pembangunan, pembentukan usaha,
dan atau kegiatan lainnya wajib memperhatikan Kearifan Lokal.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1) Bagi bangunan/ gedung/ rumah yang sudah dibangun sebelum sebelum
Peraturan Daerah ini tapi belum mencerminkan Ornamen Khas Daerah
Kabupaten Gunung Mas, agar melakukan penyesuaian dengan menambah
profil/ ornamen.

(2) Jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah Ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 September 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD
YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 304
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07,42/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

E ITO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700617 200501 1 007
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR ( TAHUN 2022

TENTANG
KEARIFAN LOKAL DAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Indonesia tidak lepas dari kondisi historis dan sosial-
budaya di Indonesia secara umum. Sejarah sebagai suatu peristiwa yang
dianggap penting dan dituliskan oleh penulis sejarah untuk mencari
kebenaran dengan cara mencari hal yang pasti, tegas, dan mendasar
tentang masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya,
termasuk dalam hal ini adalah sejarah peradaban (kebudayaan). Upaya
penulisan sejarah untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita dilandasi
pada fakta-fakta yang menggambar interaksi antara manusia dengan
berbagai dinamikanya. Penulisan sejarah kebudayaan memiliki peran yang
sangat penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap
nilai-nilai kearifan kultural. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat
dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari
generasi yang hidup di masa lalu untuk diteruskan pada generasi
berikutnya.

Secara sosiologis kekayaan Gunung Mas ini secara kultural dapat
dijadikan sebuah potensi tersendiri bagi daerah apabila dibandingkan
dengan wilayah lain. Potensi sosio-kultural yang ada saat ini di Gunung
Mas yang khas ini yang secara tidak langsung merupakan kekayaan bangsa
Indonesia ketika dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, setidaknya
terdapat beberapa hal yang merupakan lansekap kebudayaan daerah dan
kebudayaan nasional secara umum, yaitu : (1) kearifan lokal, (2) bahasa, (3)
seni, (4) warisan budaya, (5) religi, (6) falsafah hidup, dan (7) budaya dan
globalisasi.

Sejauh ini Kabupaten Gunung Mas belum mempunyai landasan
yuridis dalam menyelenggarakan pelestarian dan perlindungan terhadap
kearifan lokal baik kearifan lokal yang bersifat Kebudayaan Daerah, adat
istiadat, pertanian, dan lain sebagainya sehingga ancaman arus globalisasi
terus menggerus Kebudayaan masyarakat Gunung Mas akibat tidak
adanya kontrol dari Pemerintah Daerah melalui aturan hukum yang dalam
perspektif sociological jurisprudence berfungsi sebagai kontrol terhadap
perilaku masyarakat. Peraturan Daerah tentang Kearifan Lokal dan
Kebudayaan Daerah dibentuk dengan didalamnya berisi muatan Budaya
Daerah, kesenian daerah, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan lokal baik
dalam keseharian hingga pertanian guna dapat dijadikan dasar atau paying
hukum dalam membangun, mengembangkan, melestarikan, dan
memajukan Kearifan Lokal di Kabupaten Gunung Mas.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
pengertian-pengertian, asas dan prinsip, maksud dan tujuan, kearifan
lokal, perencanan pelesterian kearifan lokal, data dan informasi, dewan
kesenian daerah, pembinaan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian,
hak dan kewajiban, penghargaan, pendanaan, sanksi administratif dan
adat, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

—_—
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Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Yang dimaksud dengan “main” adalah sebutan orang dayak terhadap seni
beladiri khas dayak.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Malan Manana”, yaitu pekerjaan menanam
padi pada musim tertentu dan ladang berpindah-pindah yang dilakukan
dengan cara membakar lahan sebagai suatu tradisi dan kepercayaan
masyarakat dayak yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan manugal
atau menanam benih padi.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Behas Taheta yang dimaksud merupakan jenis beras dari hasil pane
berladang atau malan-manana.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
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Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR A



